PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

- A

NOMORSTAHUN 2013

PERATIURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

4. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
mengajukan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyal
Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan;

Mantmbang
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b. bahwa rancangan peraturan daerah tentang Angearan Pendapatan dan Belanja Daerab vang diajukan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan kedalam
kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah
dengan DPRD pada tanggal 13 Desember tahun 2013;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlum enetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014,

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara

Mengingat . al
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4422} .

Undang-Undang Nomor 2% Tahun 1999 tentang Penvelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
st da potisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

holusi dan Nepo

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repukblik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

“ Undang-Undang Nemor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indcnesia
Tahun 2004 Nomur 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

5. bndang Undang Nomor 12 Tahun 201! tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234 );

6. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400 );

7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
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10.

1.1

18;

14.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negaia Republik indenesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Taimbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribus: Daerah iLetrbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 138}

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indcnesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPermerintahNomor 37 Tahun
2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 94, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
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16,

BT

18.

20.

24

22,

23.

Peraturan Pemecrintah Notnor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan. Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tanibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Feraturan Pemerintah Nomor 55 Tuhun 26705 feisiang Laoa Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indoniesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Letiborin Negara Republik Indonesia Nomor 4573);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomer 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577):

ngan Daerah (Lembaran Negara
I

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentan no
wiblik Indonesia Nomor 4578];

Republik Indonesia Tahun 2005 Nemor 140, Tambahan Lermbaran Negara Re
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 46i14);
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomorl3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah
sebagaimana telah diubah beberapa kalai, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor i3 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penzelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 690).

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Basal 1

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

ndapatan Rp. 1.226.172.804.679,25

Belanja Rp. 1.8305.240.053.783.0-
1 Surplus/Defisit Rp, -79.067.249.103,79
cimbiayaan
. penerimaan Rp. 81.067.249.103,79
- Pengeluaran Rp. 2 000 DGO .00
Pembiayaan Neto Rp. TO. 067.249.103,79
Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Rp. 0,00
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Pasal 3

lanja Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

902 .826.306,04

Belanja Tidak Langsung sejumiah Rp. S22
OB TF 22T AT L0

Belanja Langsung sejumlah _ Rp.

ianja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jjenis belanja-

~ Belanja Pegawai sejumlah Rp. 214.403.344 866 04
| i itinga sojuialah Kp. -
adiia Subsidi sciumlah Rp. =

slanja FHibah scjuiilah Rp. 186.199.940.00:0,00

anja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 12.437.061.440,00

anja Bagi Hasil kepada Provinsi/kabupaten sejumlah Rp. - 70.000.000.000,00

anja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 43.362.430.000,00

ja Tidak Terduga sejumlah Rp. 2.500.000.000,00

ing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdint dari jenis belanja:

Barang dan jasa sejumlah Rp. 498.931.337.483.00
Modal sejumlah Rp. 277.405.889.994.00
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Pasal 4

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

Rp. 21067219105 79

maan Sejamlah
Rp. 2.000.000.000,00

luaran Sejumliah

aerah sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiavaan

A Tahun Sebelumnya sejumliah Kp. 81067 242 182.79
ran Dana Cadangan sejuimlah Rp 0,00
Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 0,00
vaan Pinjarman Daerah Rp 0,00
| aan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00
imaan Piutang Daerah Sejumlah Rp 0,00
bagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayan:
tukan Dana Cadangan Rp. 0,00
n Modal Sejumlah : Rp. 2.000.000.600,00
aran Pokok Utang Sejumlah Rp. i 0,00
Rp. 0,00

an Pinjaman Dacrah Sejumlah
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lebih lanjut Anggaran
kan hagian yang tidax

Pasal 5
Pendapatan dan Belanja Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang
terpisahkan dari Per.turan Daerah ini, terdiri dari :
Ringkasan APBD:
Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi ;
Rincian APBD menurut vrusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja menurut uriisan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan:

Rekapitulasi belanja daerah untuk kesciarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Dacralh;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain,

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini;

Daftar dana cadangan daerah, dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
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Pasal 6

menetapkan Peraturan

i tentang Penjabaran Anggaran Penduapatan dan Belanja Dacrah sebagai
aan APBLS.

landasan operasional

Pasal 7

I Daerah ini mulai bherlaku pada tanggal diundangkan.

orang mengetahiuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inj dengan penempatannyva dalam Lembaran Dacrah
awesi Barat.

D:tetapkan di Mamu_]u

~di Mamuju
31Desember 2013

ERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ovinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 5
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